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ABSTRAK

Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan suatu proses penarikan kembali 
atau pergantian anggota DPR yang dilakukan oleh partai politik pengusung sebagai 
suatu bentuk pengontrolan anggota legislatif yang mewakili partainya yang pada 
praktiknya sering sekali terjadi sengketa atau permasalahan hukum. Skripsi ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan Pergantian Antar Waktu 
dalam peraturan perundang-undangan serta apa saja kewenangan yang dimiliki oleh 
pihak-pihak terkait dalam mekanisme Pergantian Antar Waktu. Pada skripsi ini 
penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan 
mengumpulkan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang 
terkait dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam studi ini dan 
penulis menggunakan pendekatan undang-undang untuk pendekatan masalahnya. 
Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang 
disebutkan diatas penulis menyimpulkan bahwa pengaturan PAW dalam peraturan
perundang-undangan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik yang menjelaskan bahwa Partai politik dapat mengajukan 
Pemberhentian Antar Waktu anggota DPR dan yang berwenang untuk menetapkan 
calon Pengganti Antar Waktu adalah KPU.

Kata Kunci: Pergantian Antar Waktu; Anggota Legislatif; Partai Politik; Sengketa; 
Kewenangan.
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ABSTRACT

Recall right of political parties is a process of recalling or replacing members 
of The House of Representatives carried out by the carrying political parties as a 
form of controlling the legislative members who represent their parties, which in 
practice often occur in disputes or legal problems. This thesis aims to find out how 
the Inter-Time Alternation arrangements in the laws and regulations and what 
authorities are possessed by the relevant parties in the Inter-Time Alternation 
mechanism. In this thesis the author uses a normative juridical research method 
which is carried out by collecting primary legal materials, namely related 
legislation and literature related to the discussion material in this study and the 
author uses a statute approach to approach the problem. From the legal research 
that has been carried out using the research mentioned above, the writer concludes 
that the regulation of recall in the legislation is regulated in Law Number 17 of 
2014 concerning
Regional Representatives Council and Regional Legislative Council, Law Number 
7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 2 of 2008 concerning 
Political Parties which explains that political parties may apply for Inter-time 
dismissal of The House of Representatives members and the General Elections 
Commission is authorized to determine Inter-time Substitute candidates. 

Keywords: Recall, Legislative Members; Political Parties; Dispute; Authority.
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